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KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASAST MANUSIA REPUBLIK INDONF‘;SJA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRAS] HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTER]| HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK IND(Z)NESIA
NOMOR : AHU - 3965.AH.01.04 Tahun 2012

TENTANG

PENGESAHAN YAYASA i
MENTER] HUKUM DAN HAK ASA.Sl-MANUS[A "UEPUB!A.IK !NDONIESIA.

’ \ o -
‘Membaca t Surat permohonan dari Notaris Muhammad Isyah, SH nomor 16/L/V 11201 2 _rnlnggal_ h
Juni 2012 perihal permaohonan Pengesahan akia pendirian yayasan yang iditerima
tanggal 08 Juni 203 ’

Menimbang Bahwa setzlaly dilakukan penelitian lerhadip  Akta  Pendirian Yayasani yang di
sampaikan kepada Kementerian -k, Dan Hak Asasi Manusia, akty rerslebut telah
memenuhi syarat sebagai.nana d dalam peraturan perundﬂ_r'zg--undangan! sehingpa

dapat disalikan: ' ' i
[
Mengingat : | Llndang-undang Nomoi 16 Tahun 2001 1entang Yayasin (Lembarap ‘Negara
Republik Indonesia Tahun 200, Nomear |z, Tambahan Lemburah |Negara
Republik Indonegin Nomar 4112 Juncio Lndang-undang Republik f!nlrdurw.sin
Momor 2§ Tahun 2004 letitang Perubahan mlag Undn;Jg-und.‘-mg Nomor 16 Tahun
2001 tentang Yavnsan Hoembaran Negirn Republik Indonesia Tahuy,, 2004 Nomor
1S, Tambahan l.embaran Negira Republik lndonesi Nomoy HERINE |
2. Peraturan Pemerintah Republik  Indone, Namor 63 | ahuny 200 ig‘!!l;lr!l.:
 Pelaksanaa -I:'||L!ang-lmcf;|ng entang Yy g (Lembaran Newnry Republik
Indoresia Tahun 2008 Nomor 139 Timbahan Lembarun Negars  Republik
Indenesia Nome; 4894); | :
3. Peraturan Presiden Republik Indonesi Nomoi 24 Tahon 2011 tenting Kedudukan,
Tugas, dan Fungsi Eselon I'Kementeriang Nepara, '
4. Peraturap Menteri Hukum dan Hak Agsasi Mianusia Republik 'ndanesia Namor
MHH-05.0r0) 0 Tohen 20)¢ ealang Orpanisasi dan Tt Keja K CINCTH e
Hukum dan Hak Azasi Mannsia Repuhlik Indonesin: ‘

MEMUTUSK AN

Menetapkan
PERTAMA - Memberikay Pengesahan Akia Pendirian
YAYASAN AL-INSAN CILEGON
NPWP 21,072,601 4.4) 3 000
Berkedudukan i i-ingkungan'ii:-ir‘:'nle!\. Rutkeun tetangga 03, Rukun Wargn 02,
Kelurahan Kalfl'_imhang, Kecamaran Cibeber, Kora Cilegon, sesuaj dengan Akta
Nomor 56 tanggal 16 Pebuari 201 | yang dibuart olely Notaris Muhammad Isyaly, SI
berkedudukan dj Kota Cilegon.
KEDUA -+ Keputusan ini muyla berlaku sejak tanggal diterapkan,

17, Ditetapkan di lakarta
padu tanggal 28 Juni 2012 [
A.n. MENTER] HUKUM DAL =A3ASI MANUSIA REPUBLIK INDONES!A
PLH. DIREKTUE}, BALARMINISTRAS] HUKUM UMUM
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PEMERINTAH KOTA CILEGON

DINAS PENDIDIKAN

|
i
Ji: Kepodang Kav. Blok F No, 13 — 15 Cllegon Telp, 0254 - 374273
o ___“.'»r

. KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA CILECON
Nomor : 4213/ 44 - Dindlk / 2010

TENTANG
PEMBERIAN LJIN OPERASIONAL

KEPADA SEKOLAH MEMENGAH KEJURUAN ( SMK )
SMK AL-INSAN CILEGON . ot

P

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CILEGON © ; .

4 Waa
“ [ N
Membaca ol Surat Permohonan dari SMK AL-INSAN Cllegon Nomor : 02/SMKBIT/izin
op/II1/2009 ; ‘ _ .
Menimbang ! a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawak keluargz, masyarakat dan
pemerintah ; ;! 5

b.  Bahwa untuk membantuy meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
pelaksanaan pemerataan pendldikan ; 4

C.  Semua persyaratan untik mendirlkan dan membuka SMK AL-INSAN

\ Cilegon ; ' i .

d. Bahwa berhubung dengan hal - hal tersebut diatas, maka untuk
membina keglatan b'dang pendidikan dl lingkunigan Dinas Pendidikan
Kota Cilegon tentang pemberian [jin mencilrikzn dan membuka SMK AL-
INSAN Cllegon yang terletak di JI. Clkerai Krotek Kec. Cibeber Kota

Cllegon Kota Cilegon ;
Mengingat : 1. Undang - undang RI Nomor : 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kotamadya Daerah - Tingkat II Depok, dan Kotamadya Daerah Tk. II
Cllegon ;
2. Undang - undang RI Nornor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Naslonal ; e - :
3. Undang - undang RI Momor : 32 Tafiun 2004 tentang Perne|rintah
 Daerah; _ .
4. Undang - undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
keuangan Pusat dan Daeqah ; i

S, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Pendidikan |Pra —

~ ' Sekolah ;
6. Peratuian Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan
Dasar ; P
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Pend!’ciikan
Menengah ; A

8. Peraturan Peraerintah Nomar 3’2 "Tahun 1992 tentang Pendidikan
© » Tenaga Kependidikan ; PO i
9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1992 tentang Peran Serta
Masyarakat Dalam Bidang Pendidilcan ; -.
10.  Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2005 tentang Kewenangan
Provinsi Sebagai Daerah Otonom ; = 4 .
L1.  Keputusan Presiden RI Momor 177 Tuhun 2000 tentang Susunan
- Organisasl dan Tugas Departemen sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Keputusan Presiden RI Nomor : g5 Tahun 2001 ; i
|

12. Keputusar, Presiden RT ...




PRNOU AW

Menetapkan
PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT
KELIMA

Yth.
Yth.
Yth.
Yth. -
Yth,
Yth.
Yth.
Yth,

Yth,
Yth.

atikan

12.  Keputusan Presiden RI Nomor : 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsl, Kewenangan, Susunan Organisasl dan Tata Kerja
Departemen ; !

13. Peraturan Daerah Koa Cllegon Nomnor : 29 Tahun 2003 tentang
Organlsasl dan Tats Kerja Dinas Penddikan Kota Cilegon ,

§ 1. Rekomendas! dari Kepala Bldang Perdidikan Menengah Kota Cllegan
Nomar 1 421, 3 | _~ Dindik | 2010 | .
2. Berta acara. musyawarah  bersama rangiaiian PErRCTHENan  ijin

—

pendirian sekolah d\ Yngkungan Dinas Pendidivan Yeoka Chiagen, Yangga)
31 Agustus 2010

MEMUTUSKAN ,
|
Memberi Ijin Operasiona! Kepada smk AL-INSAN Cijegon yang

terletak di JI. Cikeral Krotek Kec. Cibeber Kota Cllegon Kota Cllegon.
Pemberian Ijin tersehut pada diktum PERTAMA keputusan ini

Pelajaran kepada Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan
Kota Cilegon. Co= |
Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas
Pendidikan Kota Cllegon untuk melaksanakan pembinaan dem]
kelancaran penyelenggaraan sekolah sebagaimana tertera dalam
diktum PERTAMA. o =

Hal ~ hal yang belum diatur dalam keputusan ini, akan diatur
dalam Keputusan tersendir, !

Keputusan inl beriaky pada tanggal ditetapkan dengan catatan
bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekellruan dajam
penetapan in akan dladakan perbalkan seperiunya ,

Ditetapkan di : CILEGCH
Pada Tanggal ¢ 2 September 2010
i r-"i'._"-":"“‘\
o -'?KE-#A-L'A'-DI%{SENDIDIKAN - *

/PKOTA CILEGON \
- ¥ e / | ..
NIP.' 19680410 199513 2 00y

\

{.! ';-‘:(." . :;l_‘inlgl g

# v

Tembusan di sa\mpalkan kepada :
Yth.

Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta ;
Sekretaris Jer«dral Pendidikan Naslonal di Jakarta ;

Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Kejurjan Kementerian Pendidikan di Jakarta :
Sekretarls Jenderal Pendidikan Naslonal di Jakarta HE

Sekretaris Jenderal Kementeriar Dalam Negeri dan Otonomi Daeah di Jakorta ;
Gubernur Banten di Serang ; -
Kepala Dinas Pendidikan Provins| Banten di Serang ;

Walikota Cllegon d

. Ketua DPRD Kota Qi

Ketua YAYASAN PEN
Kepala Sekolah SMK

Arsip pertinggal ,

Ciegon ;

egon di Cllegon ; .

DIDIKAN AL-INSAN Cilegon ;

AL-INSAN Kota Cilegon ; Q I



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN PROVINS| BANTEN (KP3B)
T1. Syech Nawawi Al-Bantany, Palima - Serang Telp. (Q234) 261 Qﬁéﬁn

SURAT KEPUTUSAN , P |
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI BANTEN
NOMOR: 421.5/ Kep. |0} -Dindikbud/2018 f

i

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL : .
BIDANG KEAHLIAN TEKNOLOGI DAN REKAYASA
KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK PENGELASAN
MULAI TAHUN PELAJARAN 2018/2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI BANTEN, '

Menimbang :a. Bahwa dalam rangka menghadapi era globalisasi dan pasar bebas tingkat
APEC 2020, diperlukan strategi yang tepat untuk mengantisipasi berbagai
tantangan yang dihadapi masyarakat secara umum, salah satu yang harus
dilakukan adalah penyiapan Sumber Daya Manusia’ yang handal melalui
pemberdayaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di masing - masing
wilayah yang akan dimulai dengan penataan (Re-Engineering) 1%Jidang' dan
Program Keahlian serta kompetensi keahlian, untukitu dipandang perlu
membuka kompetensi keahlian yang sesuai dengan tuntutan Dunia
Usaha/Industri dan kebutuhan masyarakat, .

b. Bahwa konsep Re-Engineering kompetensi keahlian sebagaimana dimaksud
pada huruf  “a”  di atas harus dipahami  oleh seluruh
Dinas/Instansi/Lembaga/KCD terka‘t untuk memobuka kompetensi keahlian

yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat/wilayah regional dan nasional.

c. Bahwa usulan persyaratan pembukaan Bidang Keahlian Teknologi dan
Rekayasa Kompetensi Keahlian Teknik Pengelasan oleh SMK AL-INSAN
CILEGON telah memenuhi syarat;

d. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka untuk membina
kegiatan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
JV Provinsi Banten, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang Pemberian
ljin Operasional kepada SMK AL-INSAN CILEGON yang beralamat di Jl.
JI. Cikerai No. | Link. Karotek RT. 01 RW, 02 Kel. Kalitimbang Kec.
Cibeber, Kota Cilegon — Banten untuk membuka Bidang Keahlian
Teknologi dan Rekayasa Kompetensi Keahlian Teknik Pengelasan oleh
SMK AL-INSAN CILEGON mulai tahun pelajaran 2018/2019.

Mengingat 1. Undang — undang Nomor 23 tahun 2000 tentang Pémbentukan Provinsi
Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 401 0);

2. Undangan - undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78,
Tambahan Lembar Negara Nomor 4301; -

3. Undang - undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara No. 4437) Sebagai Mana Telah diubah Terakhir Dengan
Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua Atas
Undang — Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang' Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); i

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Sta.ndur Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496); |



5.  Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor. 37, Tamb
Lembaran Negara Nomor 3413) Sebagaimana Telah diubah Dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor

3764), .

‘l'rl.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta
Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional; :

7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010-Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5105); sebagaimana teleh diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
17 Tahun 2010 tentang Pengelolaaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

9.  Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);

10.  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014
tentang Pendirian, Perubahan, Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan
Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);

l1.  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor

36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan
Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

12.  Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2012 tentang

Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun
2012 Nomor 7);

13.  Keputusan Gubernur Banten Nomor : 570/Kep.136-HUK/2015 tentang
Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perijinan dan Non Perijinan
Kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
J,- Provinsi Banten, _ .

14, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah Kementrian
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 4678/D/KEP/MK/2016 tentang
Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan Direktur Jenderal
Pendidikan Dasar dan Menengah,

Memperhatikan  : ‘1. Surat Permohonan ljin membukia program keahlian Satuan Pendidikan
Menengah Kejuruan dari SMK AL-INSAN CILEON Nomor : SMK Al-
Insan/013/141/1/2018, Tanggal 19 Januari 2018 Perihal Permohonan Izin
Operasional Juusan Baru Teknik Pengelasan SMK Al-Insan.

2. Panduan penataan Bidang dan program studi serta kompetensi keahlian
Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan
Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
dan Berita Acara Tim Verifikasi yang dilaksanakan Pada Hari Rabu, 28
Februari 2018 bertempat SMK AI-INSAN CILEGON.




fylenetaplkan
gEttama

Kedua

MEMUTUSKAN

i

emberi [jin Operasional Pembukaan Program Keahlian Satuan Pendidikan
g/iqienengah 'I](ejun?an kepada SMK AL-INSAN CIEEGON yang beralamat-di JI.
Cikerai No, 1 Link, Karotek RT, 01 RW, 02 Kel, Kalitimbang Kec: Cibeber, Kota
Cilagon — Banten untuk membuka Bidang Keahlian Teknologi :dan Rekayasa
Kompetensi Keahlian Teknik Pengelasan mulal tabhun pelajaran 201812019,

4 :. ru
Pemberian ijin Operasional tersebut pada pasal Pertama Keputusan ini berlaku
sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku, ‘ | |'

Pertinggal.

Ketiga Menugaskan Kepada Kepala Bidang Sekolah Menengah Kejuhian Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten untuk melaksanakan pembinaan
demi kelancaran penyelenggaraan pendidikan pada sekolah tersebut, | i
Keempat Hal - hal lain yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputuhqn ini akan
diatur dalam ketentuan sendiri. i
|
Kelima Keputusan ini berlaku pada tanggal mulai ditetapkan dengan catatan bahwa apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetzpan ini akan diadakan perbaikan
sebagaimdna mestinya. . : |
n
Ditetapkan di : Serang |
Pada tanggal :29 Maret 2018
3 Welfala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
insiBanten
S PENDIDIGAR {2
DAN KE&UDAYAL
NIP. 19600727 198303 1 002
-. Salinan keputusan ini disampaikan kepada:
' 1. Yth. Bapak Gubernur Provinsi Banten:

2. Yth. Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Banten; -
3. Yth. Bapak Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4,



